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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN  WALIKOTA  PROBOLINGGO 

NOMOR 19 TAHUN 2017 

TENTANG 

HONORARIUM BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN 

SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  

KOTA PROBOLINGGO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden 

Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan  

Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa 

“Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen dibebankan kepada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu ditetapkan Honorarium Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Probolinggo yang 

ditetapkan dengan Peraturan Walikota;   

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3821); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);  
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

6. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada 

Kabupaten Seragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, 

Kota Prbolinggo dan Kota Tangerang Selatan;  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

9. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 

10. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 13/M-

DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2016 Nomor 7); 

12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 97 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi  

Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan   

Dan Perindustrian Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2016 Nomor 97); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HONORARIUM BADAN 

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN SEKRETARIAT BADAN 

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PROBOLINGGO.  

 

Pasal 1 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota 

Probolinggo dibantu oleh Sekretariat yang disebut dengan Sekretariat Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Probolinggo. 
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(2) Honorarium Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan sebagai 

berikut :  

a. Ketua merangkap Anggota : Rp  1.000.000,-  

b. Wakil Ketua merangkap Anggota : Rp.    900.000,-  

c. Anggota   : Rp.    800.000,-  

(3) Honorarium Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota 

Probolinggo ditetapkan sebagai berikut : 

a. Kepala Sekretariat   : Rp.    500.000,-  

b. Anggota Sekretariat   : Rp.    400.000,-  

 

Pasal 2 

(1) Honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berlaku untuk tiap-tiap bulan 

dan diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak bulan Januari sampai 

dengan bulan Desember pada tahun anggaran berkenaan. 

(2) Besaran honorarium yang ditetapkan dengan Peraturan ini, merupakan 

ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan 

dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Pedoman Kerja 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

Pasal 3 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 
 

     Ditetapkan di  Probolinggo 

     pada tanggal  17 Januari 2017 
WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

R U K M I N I 

 

 Diundangkan di Probolinggo 
 pada tanggal  17 Januari 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd 

JOHNY HARYANTO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 19 
 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

 

 

WAHONO ARIFIN, SH. MM 
  NIP. 19650912 199303 1 008 

 


